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Abstract

The article below tries to trace the roots of state violence toward the communities in Indonesia.
The case ofActNo. 5year 1979 regarding the Community (desa, marga, nagari and so on).
Government denotes an example of State dominant intervention to communities. Thispolity has
emerged the negative impacts, for instance destructing creative social energy of society, contradict
ing to self government, andcontrary to democraty andthejusticeprinciples. The polity of state to
regulate and unifg theform of community government could be called a kind of the state terror
ism. Hence, it is urgent to deconstruct, reconstruct and criticic^s the possibilities state re-regulate
the similar cases in reformation era nowaticys either by accident or by design.
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A.Pendahuluan

Ketdka Sumpah Pemuda 1928 diikrarkan dengan menyatakan kesatuan bangsa,
kesatuan bahasa dan kesatuan Tanah Air Indonesia, kemudian melalui perjuangan
Kemerdekaan 1945 dikukuhkan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indone
sia, sebenarnya telah menegaskan tujuan diselenggarakannya negafa, yaitu
mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagiseluruh rakyat Indonesia, sebagaimana
termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Komitmen politdk untuk keadilan dan
kemakmuran seluruh rakyat Indonesia adalah komitmen fundamental Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRT) yang tidak dapat ditawar. Ini berarti, NKRI
tanpa keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat adalah NKRI yang dusta, karena
tidak sesuai dengan hakikat dan tujuan didirikannya NKRI.'

Oleh karena itu, jika menyimak kembali munculnya perlawanan dan
penentangan atas NKRI, kita mestinya menyadari, sebenarnya semua bentuk
perlawanan itu disebabkan oleh realitas kehidupan masyarakat kita sendiri, yang
mencerminkan adanya ketidakadilan dan ketidakmakmuran yang makin meluas.
Kemudian dimanipulasi tendensipolitikkekuasaanyangkua^ denganmemanfaatkan
suasana tumpang tindihnya berbagai persoalan yang komplek, baik kekecewaan
pribadi, kepentingan ekonomi, yang diramu konflik sosial, ahran politik, dan paham
keagamaan.^

jika NKRI terus dirundung ketidakadilan, kemiskinan, dan kebodohan, tanpa
kepastian jalan keluamya, dapat dipastikan akan muncul pertanyaan kritis generasi
muda bangsa, apakah ada manfaatnya ber-NKRI? Jika satuan pulau-pulau yang
berjajar dari Sabang sampai Merauke yang kaya raya oleh kandungan alam, mengapa
setelah kekayaan itu disatukan pengelolaannya dalam NKRI, hanya menghasilkan
kemiskinan dan ketidakadilan?^ Dalam hubungan ini, termasuk juga persoalan
munculnya fenomena ethno-nationaUsm dan sentimen antinegara di Indonesia yangkadang-
kadang mengemuka, seperti dikemukakan oleh Allans!MasyarakatAdat Nusantara
(AMAN) dalam kongresnya dl Jakarta pada bulan Maret 1999 menyatakan " Kami
tidak akan mengakui negara, kalau negara tidak mengakui kami". Inti tuntutan ini
adalah agar negara memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat sebagai
masyarakatberdaulat yangberhak memerintah dirimereka sendiri dan sumber-sumber
dayayang menjadi andalan hidup mereka.''

*MusaAsy'arie (2005), NKRI, Budofa Politik danPendidikan, Yogyakarta: LESFI, p. 3.
3-4.

^Bxiktinya negara dililit utang besar yangmencapailebih 150 miliar dollarAS, bahkan untuk
memenuhi kebutuhan panganpun, kita masih tergantung impor. Kehidupan ekonomi Indonesia masih
tergantung luar negeri, baik modal, teknologi, maupxm sumber daya manusia, karena kualitas sumber
dayamanusia Indonesia makin merosot, berada pada peringkat 112 di antara 175 negara dunia dan di
bawahVietnam yangada di peringkat 110.MusaAsy'arie,ibid., p. 5.

^TaniaMurrayLi (2005), "MasyarakatAdat dan MasalahPengakuan" dalamNoer Fauzi (peny.).
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Dasai tuntutan di atas adalah bahwa mereka sudah ada sebagai masyarakat
yang organisasi sosialnya khas, memiliki kedaulatan atas kehidupan meteka sendin
dan wilayah di mana merekahidup jauhsebelumnegaraIndonesia terbentuk. Sebagai
dasar argumentasi yang dikemukakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara adalah
bahwa masyarakaf adat memiliki budaya yang khas» mengetahui batas sosial antara
siapa yang menjadi anggota mereka dan siapa yang tidak, dan memiliki tata
pemerintahan sendiri, merupakan bentuk masyarakat sosial ash di Indonesia.^

Tatanan sistem masyarakat adat di atas mengalami problema serius karena
dampak dari kebijakan pemerintahan yang represif. Salah satu contohnya adalah
adanya birokratisasikomuniti (desa). Birokratisasi desa® dalam sistemPemerintahan
Nasional di Republik Indonesia, melaluipemberlakuan Undang-Undang No. 5 Tahun
1979 tentang Pemerintahan Desa^ (selanjutnya disebut UUPD No. 5 Tahun 1979),
telah menimbulkan dampak negatif yang tidak kecil. Dalam strategi birokratisasi
desa ini, meski otonomi desa, juga disinggung-singgung setidaknya pasal 18 UUD
1945 juga menjadi konsideran UUPD No. 5 Tahun 1979, desa tidak hanya dirubah
statusnya, yaitu dari "masyarakat hukum" menjadi '*sekumpulanorang yang tinggal
bersama..." melainkan juga di dalamnya dicangkokkan sebuah institusi baru, yaitu
apa yang disebut sebagaiPemerintahan Desa.®

Bersamaan dengan itu governance sistem (sistem pengolahan hidup bersama)
yang ada dalam desa, yang di dalamnya tercakup government sistem (sistem
Pemerintahan), digantikan oleh suatu sistem Pemerintahan Desa yang baru, yang
sama sekah berbeda dan karenanya asing bagi warga desa. Padahal, sejatinya, ada
petbedaan "rasa keadilan" yang amat besat antara desa sebagai suatu" persekutuan
sosial" dengan desa sebagai suatu "satuan administrasi pemerintahan". Ada "rasa
keadilan"yang hidup dalam desa yang tidak tertampung dalam desa sebagai"satuan
administratifpemerintahan". Demikianpula aturan-aturanyangada dalamketentuan
administratif pemerintahan desaitu tidak sesuai dengan "rasa keadilan" masyarakat

Gerakangerakan Raf^^at DuniaKefigj, Yogyakarta: ResistBook,pp. 277-278.
p. 278.

®Kata 'desJ dalam kalimatini dengan sengajadicetakmkmg Halinidipedukanunttjkmerabedakan
desa sebagaimanayang dimaksudkan oleh UUPD No.5/1979 (dalam dokumen inidicetak biasa) dengan
desa (dengan cetakmiiin^ sebagai suatu organisasi sosial sebagaimanayang dipahami dandikonsepsikan
olehu^igapersekutuan sosial yang bersangkutan. Penyebutan desa dalam dokumen inidapat jugaberarti
dandipertukarkan dengan nqgari (di Minangkabau), marga (di Palembang), dan Iain sebagainya.

'Lembaran Negara tahun 1979 No. 56,TambahanLembaranNegaraNo. 3153.
®R. Yando Zakaria (2002), 'Temiilihan Kehidupan DesadanUU No. 22Tahun 1999" dalam

UtUSlAJumalllmu-llmuSosialt^o. 46/XXV/III/2002, Yogyakarta; Universitas Islam Indonesia, p. 280;
R.Yando Zakaria (2004), Merebut Negara Beberapa Catatan KeJJektif tentang Upaja-upaja Pengakuan,
PengembaSan dan Pemulihan OtonomiDesa, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama Bekerja sama dengan Karsa,
pp. 15-16.
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desa yang umiim berlaku. Desa yang semula hidup atas dasar sentimen paguyupan,
.misalnya diubah menjadi suatu institusi yang katanya "rasional". Dengan
pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979, desa, atau yang disebut lain dl wilayah
kebudayaan lainnya, dipecah dan atau digabung satu sama lainnya, untuk menjadi
sebuah" desa gaya baru".^

Proses yang menggunakan strategi transplantasi di atas meminjam istdlah
Soetandjo Wignjosoebroto,^® telah menimbulkan dampak negatif yang tidak kedl.
Termasuk menghancurkan energi sosial kreatiP^ y^iig sejatinya diperlukan sebagai
modal dasar bagi berdirinya negara dan bangsa Indonesia.^^ Sejauh ini, masalah
modermsasi desa —telah dan akan menjadi salah satu titdk tolak bagi berkembangnya
sentimen anti negara (sekaligus juga bangsa) dan mendorong munculnya kesadaran
politik di tingkat suku bangsa (ethno-nationalism) yang mengancam integrasi negara
yang terus meningkat intensitasnya dalam beberapa tahun belakangan ini. Di masa-
masa yang akan datang, jika pesoalan ini tidak dapat dicarikan solusinya secara
tepat dan cepa^ bukan tidak mungkin sentimen anti negara dan ethno-nationalism
itu akan makin membesar lagi; Hanya saja jika ini terjadi dalam situasi konsep
negaraadalah sesuatuyang sakral, disintegrasi itu tentunya akan disertai chaos yang
menuntut korban nyawa, rasa perikemanusiaan, dan harta benda. Hal yang demikian
itulah yang sama sekali tidak diinginkan.^^

'Pandanganberbagaipihaklihat R.Yando Zakaria (g.QQ(i),Abieh Tandeh, Ma '̂arakatDesa diBawah
Orde Jakarta:LembagaStudidanAdvokasi Masyarakat, p.12.

^"Soetandjo Wignjosoebroto (1997), "Komunitas Lokal Versus Negara Bangsa: Perbedaan
Persepsi dan Konsepsi tentang Makna Lingkungan", makalah yang dipresentasikan dalam diskusi
bertemakan "Hubimgan Negara —Masyarakat dalamPengelolaan lingkungan" yangdiselenggarakan
oleh YayasanLembaga Bantuan Hukum Indonesia,Jakarta: tanggal 3Juli 1997.

" Uphoff (1996), hearning From Got Oja,PossibiliiiesforPariicipatoiy Development andPost Newtonian
SocialScience, London: Intermediate Technology Publications Ltd., p. 34.

Dalam sebuahSeminarNasionalyangdiselenggarakan olehLembaga IlmuPengetahuan Indo
nesia(LIPI),Prof. Dr. TaufikAbdullah,sejarawan inisecarameyakinkan mengatakan bahwapembedakuan
UU No. 5/1979, yangtelah menimbulkandampaknegatif yangtidak terhinggaitu,merupakan salahsatu
kesalahan sejarah Nasional terbesar yang pemah terjadi selama ini.

" R. Yando Zakaria, op. cit., tentu saja tidak perlu menangisi jika disintegrasi itu benar-benar
terwujud (lihat pandangan penulis ini tentang hal ini pada bagian penutup). tentang pemerintahan
daerahdesadalamsistemadministrasipemerintahannasionaltelahdikembalikan "statusnya"sebagaimana
mestinya pada bab I, ketentauan umum, pasal I, butir o.Antara lain dinyatakanbahwa "desa atau yang
disebut dengannama lain,selanjutnya disebutdesaadalahkesatuanmasyarakat hukum yangmemiliki
kewenangan untukmengatur danmengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usuldan
adatistiadatsetempatyangdiakuidalamsistempemerintahannasional...". Sebelumnya dalamUU No.
5 Tahun 1979,desa didefinisikansebagai"suatu wilayah yangditempatioleh sejumlahpenduduk sebagai
kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yangraempunyai organisasi
pemerintahan terendah langsung di bawah camat..." (pasal I butir a). Yang menatik dalam bagian
menimbang, butir e. UU No. 22 Tahun 1999 dikatakan "bahwa Undang-undang No. 5 Tahun 1979
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B. Negara dan Komundi^^
Masalah-masalah mendasar di atas sudah selayaknya menjadisalahsatuagenda

reformasi yang tengah bergulir sejak tumbangnya rezim Orde Baru di pertengahan
tahun 1998yanglalu. Sesuai dengan semangatpasal 18 UUD 1945,berbeda dengan
UU No. 5 Tahun 1979, melalui pembetlakuan UU No. 22 Tahun 1999, kemudian
diubah dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Akan tetapi
pertanyaan yang muncul dalam kaitan ini adalah apakah ketentuan-ketentuan yang
mengangkut desa dan pemerintahan desa sebagaimana yang terkandung pada UU
No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, kemudian diubah dengan UU
No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah memang telah memaknai dan
memperlakukan desa sebagaimana mestinya, sehingga mampumemulihkan dampak
yangtelah diderita desa selama ini? Lebih jauh dapat pula diungkap pertanyaan lain;
Apakah penataan vilang hubunganantaranegara dan komuniti tersebut, telahmenjamin
terciptanya kondisi yang memungkinkan bagi terus berlangsungnya upaya penciptaan
negara-bangsa {nation state) Indonesia di masa-masa yang akan datang?

,.Tidak adapartisipasi ataumobilisasi raf^atsecara tetap,yang ada adalah hentuk
partisipasijang secara tetcp meUhatkan hegitu hanjak warga negara sehuhungan dengan
pelaksanaan kebijakan nasional dan bukanpembuatan kebijakan itu...dT>emikian
salah satu ciri sistempemerintahan diIndonesia,yang oleh Jackson didefinisikan sebagai
suatu sistem pemerintahan birokratis. 'Lebihjauh dikatakannyapula bahwapartisipasi
lokal cenderung diatur kwat otoritas tradisional dan pengelompokan patron-klien dan

tentang pemerintahan didesa (Lembaran Negara tahun 1979 No. 56, Tambahan lembaran negara No.
3153) yangmenyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa tidak sesuai
dengan jiwa Undang-undang dasar 1945 danpetlunyamengakui serta menghormati hakasal usiil daerah
yang bersifat istimewa sehingga perlu diganti". Suatu keputusan politik yang tepat danaspirati^ meski
terasa agak terlambat dan diperhalus maknanya. Baran^ali, baru kali inilah ada sebuah Undang-Undang
disebuah negara yang dinyatakan oleh undang-undangnya yang lain sebagai undang-undang yang Hdak
sesuaidengankonstitusi negara.

" Kata komuniti (bukan rakyat atau mayarakat) sengaja digunakan dalam bagian ini, untuk
menghindarkan din dari pemaknaan yang netral dan longgar dari dua kata yang disebut terakhir. Adapun
yang dimaksud dengan komuniti dalam tulisan ini adalah menunjuk pada satuan hidup masyarakat
setempatyangkhas, dengan suatu identitas dan solidaritas yangtelah terbentuk dari dan berkembang
dalam \raktu yang lama. Sedangkan komunitas dipakai guna mengacu pada kelompok di dalam masyarakat
yang terbentuk dari atas, sehingga identitas dan soUdaritas antarpenduduknya masih lemah,
Koentjaraningrat (1990), Sgarah TeoHAntropohg JJ,Jakarta: UI Press, p. 135. Dalam bukuKoentjaraningrat
yang terbit lebih awal, community didefinisikaimya sebagai kesatuan hidup manusia, yang menempati
suatu wilayah yang nyata, dan beririteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat, serta yang terikat oleh
suatu rasa identitas komuniti, Koentjaraningrat (1979), Pe/igantarI/muAntn>pokBi,]akma: Aksara Baru,
p. 162. Dengan demikian, dalam pembahasan ini, warga negara tidak hanya diacu ke dalam kategori-
kategori yang netral dan longgar itu, tetapi secara khusus diacu dalam kategori ikatan-ikatan sosial dan
kultural yang khusus. Dengan cara demikian, pembicaraan tentang ketegangan antara negara dan
konstituennya menjadi lebihtajam.
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hukan lewat kelompok yang berdasarkan pada atribut sosialyang sama, misalnya
kelas. Selain itu, mobiltsasi pendudukyang efektif hanya ditujukan untuk langkah-
langkahjangkapendek, sepertipemilihan umum dan dmonstrasi. Keterbatasan utama
pemerintahan adalah ketidakmampuannya untuk mmobilisasi ralyatyang berkorban
demi programprogram nasional tertentu dan untuk mencapai target-target yang
memerlukan partisipasiyang benar-benar sukarela dari ralyat secara keseluruban.'̂
Dengan demikian, terdapatjurangyang memisahkan pemerintah di satupihak

dengan rakyat di pihak lain. Sehingga, sudah sejak lama para ahli memikirkan
bagaimana jurang ini dapat dijembatani dan dengan jalan aparakyat dapatdibujuk
untuk ikut terlibat (dalam berbagai kegiatan bemegara).^^ Jurang pemisah antara
"sektor" pemerintah dan rakyat ini diwamai —meminjam istilah yang digunakan
Bijlmer dan Reurink, ketegangan. Ini muncul sebagai akibat adanya perbedaan-
perbedaan antara apa yang disebut Bijlmer dan Reurink, ketegangan ini muncul
sebag^ norma lokaldi satu pihakdan norma pemerintah di pihaklain. Norma lokal
mengacu pada konsepsi-konsepsi masyarakat dalam melihat berbagai hal, termasuk
kebijakan pemerintah dankebutuhan-kebutuhan hidupnya sendiri sebagaimana yang
mereka lihat Menurutpendapatrakyat setempat, lingkungan ataukampungmemihki
arti konkret Harapan dan kepentingan mereka juga konkret di pihak norma
pemerintah juga mengacu pada hal yang sama, hanya saja sebagaimana dirumuskan
sendiri oleh pihak pemerintahitu."

Dalam konteks ini, Ufford menulis:
"...Sebagaipenvakilan dari tingkat organtsasiyang lebih tinggi, kepala desa, tenaga
ketja lapangan dan pegawai kantorAgama setempat ( dan- lembaga-lembagayanglain
terkait pada sistem organisasi pemerintahan di tingkat desa). Menghadapi banyak
tuntutan dari atasan mereka yang harus dipenuhi. "Kedudukan mereka sendiri adalah
kurang lebih suatuprogram pemerintahan juga. Peranan resmi mereka menampilkan
sikap daripenguasapusat. Sebagai kepala desa, mereka adalah pejabatnasionalyang
ditempatkan di daerah. Setiap orang mengetahui tugas resmi daripegawai administrasi
dalam memelihara hukum dan ketertiban, dan mewujudkan pembangunan dalam
sejumlah program dan proyek".'̂
UUPD No. 5 atau 1979 memang telah mengubah total wajah desa jika

•'Dikutip dariJoep Bijlmer& MartinReurink (1988), "Kepemimpinana Lokaldi Lingkungan
UrbanJawa:darildeologi ke Realitas" dalamPhilip Quartesvan Ufford (ed.), Kepemimpinan hokaldan
ImpUmentasiProgram, Jakarta: PT.Gramedia, p. 151.Melalui penelitian-penelitian merekapadakomuniti-
komunitiurban di Semarang dan Surabaya, Joep Bijlmer & MartinReurink, Ibid. p. 168, mendukung
tesis-tesis yangdikemukakanJackson tersebut.

'^Bijlmer&Reurink,p. 168.
^^Ibid., khususnyapp. 159-163.
'®Ufford, (j/i. aV., pp. ix.
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dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya,'̂ dan perubahan itu bukanlah suatu
perubahan yang tidak direncanakan {bj, accident) melainkan suatu perubahan yang
memang direncanakan sedemikian rupa {bjdesign), melaluisuatu perdebatan politik
di antara kekuatan-kekuatan politikyang tidak berimbang di bawah bayang-bayang
etika politik yang didominasi oleh kekuatan rezim "Orde Baru" yang jauh dari
semangat demokratisasi.^ Meski begitu tentu akan terkesan naif dan tidakadil jika
dikatakan bahwa "kasus UUPD No. 5 atau 1979" sebagai satu-satunya peristiwa,
yang terjadibegitu saja dariketegangan antara negara dan desa Qcomuniti) sepanjang
sejarahnya. Pengamatan Jackson sendiri telah dilakukan jauh sebelum UUPD No. 5
atau 1979 diundangkan dan diberlakukan di seluruh negeri. Namun mengacu pada
hasil pengamatan Biljmer dan Reurink (1998),^^ Jatiman (1995),^ Zakariya (2000),^
dan Syafitri (2001),^** sekedar menyebut beberapa contoh, boleh jadi"kasus UUPD
No. 5 atau 1979" adalahpuncak dari,untuk sementaraini, hubungan yangcendenmg
negatif di antara kedua entitas sosial dan politik tersebut. Puncak ini terjadi ketika
hubungan itu telah berubahcorak: darisekedar (dominan) interaksi menjadi seutuhnya
(dominan) intervensi.^

Sejatinya desa adalah "negara kecil" atau apa yang dimaksud Ter Haar dorps
republic, karena sebagai masyarakat hukum desa memiliki semua perangkat suatu
negara: teritori, warga, aturanatauhukum{pilesatau lan>^ dan pemerintahan. Dengan
ungkapan lain, pemerintahan desa memiliki alat (polisi dan pengadilan desa) dengan
mekanisme (aturan atau hukum) untuk menjalankan "hak menggunakan kekerasan"
(coercion) di dalam teritori atau wilayah (domaifl) hukumnya. Wilayah keberlakukan
(domain) hukum suatu masyarakat hukum dapat berada suatu teritori yang tetap
artinya berlaku bagi setiap orang yang berada di wilayah itu, di manapun ia berada.
Pada masyarakat hukum yang relatif, artinya telah memperlakukan teritori sebagai
klaim justifikasi (yang tidak boleh dimasuki oleh bukan warga komuniti dan sangsi
bagi warga yang melanggarnya), kedua hal ini yang berlaku. Sementara, bagi

"Disebut total dl sini untuk membedakan bentuk perubahan-perubahan yang sejatinya juga
telah pemah dialami desa sepanjang sejatah hidupnya. Bedanya, perbedaan wajah setelah pemberlakuan
UUPD No.5/1979 ini jauh lebih berarti ketimbang perubahan-perubahan pada masa-masa sebelumnya
itu, Zakaria,op. ciU, p. 35.

^Lebih jauhbacaZakaria, op. cit., khususnya Bab2 danBab3.
'̂Bijlmer & Reurink, p.26.

^Sardjono Jatiman (1995), Dari Kampuug Menjadi Desa: Studi Sosiolo^s Perubahan Pemerintahan
Desa diKabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Disertasi Doktoral padaProgram Pascasarjana Universitas
Indonesia, tidak diterbitkan.

^ Zakaria, op. at., p. 36.
Myma Syafitri (2000), Desa, Institusi Ijokaldan Pengeloiaan Hutan: Rejleksi Kebijakan dan Praktik,

Jakarta:LembagaStudi dan AdvokasiMasyarakat.
^R.Yando Zakaria, opK cit., p. 285.
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masyarakat hukum yang tingkat perkembangannya masih sangat awal, yang
memperlakukan teritori "sekedar basis material" yang dapat dimiliki bersama
dengan masyarakat politik lain, wilayah keberlakuan hukumnya bukanlah teritori,
melainkan hanya warga masyarakat itu. Barangkali, bedanya yang paling sigmfikan
dengan negara {stat^ boleh jadi adalah tidak adanya pengakuan kedaulatan oleh
negara-negara lain secara intemasional.^^

Studi Shapera,^^ ahli antropologi, sistem pemerintahan suku-suku primitif di
Afrika Selatan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar antara
"masyarakat primitif dengan "masyarakat beradab" yang dikenal saat ini. Kedua
masyarakat politik itudibentuk oleh imsur-unsur yang sama, yaitu ikatan kekerabatan
dan ikatan territorial. Dengan demikian, Shapera membantah pemikiran-pemikiran
antropologi lainnya, seperti Mclver dan bahkan Malinowski, yangmenganggap seolah-
oleh pada "masyarakat primitif" organisasi politiknya hanya dibentuk oleh ikatan
kekerabatan semata.^^ Dengan mengambil beberapa contoh, khususnya di Afiika,
Shapera menunjukkan bahwa warga masyarakat dimaksud tidak hanya terikat dalam
satu ikatan kekerabatan; mereka bahkan dapat berasal dari suku yang berbeda,
yang diikat oleh kesamaan tempat tinggal, wilayah perburuan, dan sebagainya.^°
Kalaupun ada perbedaan yang hendak dikatakan, hal ini terletak pada lebih
pentingnya ikatan kekerabatan pada "masyarakat primitif" dibandingkan pada
"masyarakat beradab" atau "masyarakat modem".^^

Berkaitan dengan efektivitas aturan dan pemerintahan, Shapera dalam tuHsan
yang sama menunjukkan bahwa meskipun relatif "minimal", namun fungsi
pemerintahan pada masyarakat-masyarakat politik yang dikaji berjalan efektif: selain
menjaga batas-batas territorial dan agresi dari luar, fungsi pemerintahan yang ditemui
disemua masyarakat adalah pengorganisasian dan pengarahan untuk hal-hal yang
berkaitan dengan kerjasama seluruh warga masyarakat.^^ Demikian pula dengan
aturan dan hukum. Meskipun masyarakat-masyarakat itu tidak memiliki sistem

2^ Shapera (1967), Government and Politics in TribalSocieties, New York: Schoken Books, p. 65.
^Yang dimaksud dengan primitif di sini harus dibaca dalam konteks pencapaian teknologi,

bukan dalam dominaimya unsur-unsur irasionalitas dalam benak manusia, sebagaimana dimaksud dalam
teori psikologi Jungian. Lebih jauh, lihat Lucy Mair (1962), Primitive Government:A Study ofTraditional
PoliticalSystem in Eastern Africa, Bloomington: Indiana University Press, p. 10.

®Shapera,0^. ri/., pp. 3-5..
^Disini, keberlakuan konsep teritorial mun^dn hanya sebagai basis material atau sumber ekonomi,

dengan implikasi wilayah dimaksud dapat saja dimasuki oleh warga komuniti lainnya. Jadi semacam
common-poolresources. Pada komuniti yang lain, yang mungkin diacu para ahli di atas, konsep teritorial telah
diberlakukan lebih jauh, yaitu sebagai wilayah kedaulatan komuniti, yang bermakna hukum.
Konsekuensinya, warga komuniti lain yang memasuki wilayah ini akan mendapat sanksi, yang umumnya
berat.

^'R.Yando Zakaria op. cit., p. 286.
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pengadilan danbahkanpemimpin-pemimpin mereka tidak pula matnpu menghukum
pelanggar aturan, namun kenyataaiinya masyarakat itu dapat tetap hidup dalam
keteraturan. Sebagai "pengganti" mekanisme penggunaan kekerasan {coerdori) secara
sah sebagai penjamin ketentraman, mereka mengembangkan internal cooperation and
external independent' sebagai basis kehidupan bersama niereka.^^

Dalam pada itu, berbagai sumber menunjukkan bahwa ketegangan antara
negaradankomuniti ini terusmeningkat seiring denganberubahnya corakhubungan
antara negara dan komuniti dari yang semula lebih dominan interaksi menjadi
dominan intervensi. Catatan-catatan sejarah yang tersedia secara pasti juga
menunjukkan langkah pergeseran yang cenderung linier: secara pasti bergerak dari
arah {dominan) interaksi menuju {dominati) intervensi ini. '̂̂

Di nusantara, sepanjang sejarahnya, desa telah mengalami interaksi dan
intervensi dengan berbagai kebijaksanaan negara. Setidaknya hal ini telah dimulai
sejak masa pemerintahan "kerajaan-kerajaan pribumi" (masa prakolonial), negara
kolonial (dariVOChingga pemerintahan HindiaBelanda), hinggasetelahmunculnya
Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri. Disebut interaksi jika hubungan
keduanya relatif sejajar atau setidaknya, posisi tawar desa relatif seimbang. Dalam
situasi yang demikian negara tidak memaksakan agendanya tanpa menimbulkan
resiko yang fatal. Bagi eksistensi negara itu sendiri, karena itu, perhubungan antara
keduanya dapat dikatakan berangkat dari kebutuhan para pihak, bukan hanya salah
satu di antara keduanya, sebaliknya, dalam corak hubungan intervensi, selainposisi
para pihak tidak sejajar atau tidak seimbangkarena posisi tawar salah satu pihak
lebih rendah, perhubungan terjadi karena kemauan, bahkan pemaksaan pihak yang

"Shapera, op. cit., p. 217.
218.

^ Sebagai ilustrasi, cobalah tengokurutan-urutanperistiwa berikutini: kisahhubungannegara—
komuniti pada masaKerajaanMataramdiJawa, lihatSoemarsaidMoertono(l 985),Negara danUsabaBina
—Negara diJawaMasaLampau, Studitentang Masa MataramII, JkbadXVI-XIX, Jakarta: YayasanObor
Indonesia; kisah Hubungan negara - komuniti pada masa Kerajaan Todo —Pongkor di M^ggatai,
Dami N. Toda (1999),ManggaraiMencari Pencerahan Hiostiograjt, Ende: Penerbit Nusa Indah; desa dalam
sistem pemerintahan Rafflesdan desa dalam sistem pemerinthahan Kolonial Belanda pasca Raffles di
Jawa (antara Iain, periksalah Frans Husken, Maryarakat DesadalamPerubahan Zaman,SejarahDiferensiasi
SosialdiJawa 1850-1980)', nagari di Minangkabau, termasuk diakuinyapengadilan adat (misalnya dalam
KeebetvonBenda-Beckmann(2000),G^<7i/^tfT<7/(gg«7Mf«^«Af^^(2/,Jakarte: PT.GramediaVC^diasarana
Indonesia dan Perwakilan Koninklijk Instituut voor Tall-Land- en Volkenkudende.; dan Franz von
Benda-Beckmann (2000),Propertidan Kesinambun^nSosial,)3^2itt2i\ PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
& Perwakilan Koninklijk Instituut voor Tall-Land- en ^^olkenkudende. Pembetlakuan IGO & IGOB
olehKolonial BelandadandesadalamberbagaiUU RI sebelum UU No.5/1979 (misalnya lihatZakaria,
op. cit., p. 37. Ternyata ini bukan fenomena khas Indonesia, tetapi juga negara lain, seperti Cina, I.
Wibowo(2000),Negara danMasyarakat, Berkaca dan Pengalaman Republik Ra^at Cina. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama dan Pusat Studi Cina, p. 48.
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kuat. Aigumentasi bahwa "katena kebutuhan pihak (yang lebih) lemah, yang belum
mampu medefinisikann kebutuhannya sendiri" harus ditafsirkan sebagai argumentasi
hegemoni pihakyang kuat, untok menjustifikasi campur tangannya2^

C. Otonomi antara Hak Asa/ dan Hak Beriati

Jika begitu keadaannya masih adakah ruang untuk membalikkan bandul Hari
dominan intervensi menjadi dominan interaksi? Sebelum menjawab pertanyaan ini
petlu dilakukan telaah tentangbagaimana kontitusi Indonesia mengatur keberadaan
komuniti (baca: Desa) ini. Pada Undang-Unadang Dasar Negara Republik Indone
sia tahun 1945 (berita republik Indonesia, II, 7, hal 45-48; Penjelasan halaman 51-
56 (khususnya bab VI, yang berjudul pemerintahan daerah, terdapatpasal 18yang
berbunyi " pembagian daerah Indonesia atas daerah besat dan kecildengan bentuk
susunanpemerintahannya ditetapkan denganUU, denganmemandangdan mengingat
dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul
dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa^^

Pada penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945, khususnya dalam bagian penjelasan pasal demi pasal, untuk bab VI, pasal18
ini diberikan catatan bahwa negara Indonesia itu suatu "eenheistaat", maka Indone
sia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungaimya yang bersifat "Staaf
juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, dan daerah propinsi
akandibagi pula dalamdaerahyanglebihkedL Daerah-daerahyangbersifatotonom
{streek dan locale rechtsgemeenschappeeti) atau bersifat daerah administrasi belaka,
semuanyamenurut aturan yangakanditetapkan denganUndang-Undang. Di daerah-
daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena
di daerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.^'

Dalam teritorial negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 ^^Zeljbesturende
landschappen'\ seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga
di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh
karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.^®

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa
tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu akan mengingat
hak-hak asal usul daerah tersebut. Jika dilihat secara mendalam makna pengaturan
sebagaimana tercantum dalam pasal 18 UUD 45 berikut penjelasannya, dapat

'̂R.Yando Zakaiia,op. at., p. 287.
" Kutipan-kutipan tentangUndang-Undang Dasar 1945 bersumbet dari b'uku yang berjudul

(1995), Tigi Undang-UndatgDasar: UUDRI 194S,Ko/tstitusiRIS, UUD Semn/aralU, yangdihimpuadaa
diterbitkan oleh Penerbit Ghalia Indonesia.

"R.Yando Zakatia,(?/>. a/., p. 288.
'^Ibid.
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dikatakan bahwa esensi dan pasal 18 UUD 45 adalah adanya pengakuan negara
terhadap apayangdisebutdengan "otonomi desa" dewasaini. Lebihdariitu, dengan
menyebutkan desa sebagai susunan asli yang memilikihak asal-usul, maka menurut
UUD 45 hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi. Sedangkan "daerah daerah
besar dan kecil lainnya", semacam propinsi, kabupaten, atau kecamatan yang dikenal
dalam sistem pemerintahan nasional sekarang ini, dapat saja bersifat otonom atau
administrasi belaka. Apakah masing-masing "daerah besar dan kecil" itu dibeti sta
tus otonom atau administratif tergantung "kebutuhan", perimbangan kekuatan politik
pusat dan daerah, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang.^^

Selain itu, dengan menyebut desa sebagai susunan asli maka desa adalah
"persekutuan sosial,ekonomi, politik, dan budaya" yangberbeda hakekatnya dengan
sebuah "persekutuan administratif di atas sebagaimana yang dimaksud dengan
pemeritahan desa" dalam berbagai peraturan perundangan yang ada. Karenanya,
sebagai susunan asli, sering desa mewujudkan din sebagai apa yang disebut Ter
Haar sebagai dorps republic atau "negara kecil", sebagai lawan kata "negara besar
yang mengacu pada suatu tatanan modem state.^

Berkaitan dengan adanya pengakuan atas otonomi desa ini, dalam wacana
politik hukum dikenal adanya dua macam konsep hak berdasarkan asal-usulnya.
Masing-masing hak berbeda satu sama lainnya, pertama, yaitu hak bersifat berian
(hak berian), dan kedua adalah hak yang merupakan bawaan yang melekat pada
sejarahasalusulunit yangmemiliki otonomi itu (hakbawaan). Dengan menggunakan
dua perbedaan ini maka otonomi daerah yang dibicarakan banyak orang dewasa ini
adalah otonomi yang bersifat berian ini. Karena itu, wacananya bergeser dari hak
menjadiwewenang {authori^. Kewenanganselalu merupakan pemberian,yangselalu
harus dipertanggungjawabkan. Selain itu,konsepurusanrumah tanggadaerahhilang
diganti dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, otonomi daerah
merupakan kewenangan pemerintahan daerah untuk mengatur kepentingan
masyarakat di daerah."*^

Berbeda dengan hak yang bersifat berian, adalah hak yang bersifat bawaan,
yang telah tumbuh berkembang dan terpeUhara oleh suatu kelembagaan {institutiod)

Telah terdapat sekurang-kurangnya 7 peraturan perundangan yangmengatur masalah ini. Pada
masing-masing peraturan perundangan itu terdapat kecenderungan yangberbeda satu sama lainnya.
Tentanghal ini, bacaBhenyamin Hoessen (1993), Berba^i VaktoryangMempengaruhi Besanya Otonomi
Daerah TingkatU, SuatuKajian Vesentralisasidan Otonomi Daerah dariSeg} llmuAdministrasiNegara. Disertasi
tintuk Gelar Doktor pada Program Pascsarjana UniversitasIndonesia dan Desentralisasi dan Otonomi
Daerah di NegaraKesatuanRepublik Indonesia,NaskahPidato PengukuhanGuru BesardalamHmu
Adminitrasi Negara pada Fakultas IhnuSosial danllmuPolitik Universitas Indonesia (1995), baca juga
Zakaria, op. cit., pp. 33-87.

•"'R.Yando Zakaria, op. cit., p. 289.
*Nhid.
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yangmengurus urusan rumah tangganyasendiri.Dalam UUD 45 konsep hak bawaan
inilah yang melekat pada "daerah yang bersifat istimewa "yang memiliki" hak-hak
asal usul". Karena itu, berbeda dengan pemerintah daerah, desa dengan otonomi
desa yang muncul sebagai akibat diakuinya hak asal-usul dan karenanya bersifat
istimewa itu, memiliki hak bawaan dari desa sebagai susunan asli itu setidaknya
mencakup hak atas wilayah (yang kemudian disebut hak ulayai)^^ sistem
pengorganisasiansosialyang ada di wilayah yangbersangkutan "sistem kepemimpinan
termasuk di dalamnya aturan-aturan dan mekanisme pembuatan aturan di wilayah
yang bersangkutan yang mengatur seluruh warga (asliatau pendatan^ tercakup
di wilayah desa yang bersangkutan.''^

Sebenamya inilah pangkal dari ketegangan yang nyaris abadi antara negara di
satiipihak dengan masyarakat (baca: komuniti dan desa) di pihak Iain. Ketegangan
ini menyangkut hal bagaimana negaramerealisasikan otonomi desayang secarapolitik
dan hukum terakomodasi dalam peraturan perundangan yang ada khususnya yang
menyangkut hak atas penguasaan atas wilayah desa, aturan-aturan, dan sistem
pengorganisasian hidup bersama di wilayah itu.''̂

D. PemuHhan Kehidt4pan Komuniti
Berangkatdari kebutuhan orang kampung sebagaimana telah dicontohkan di

atas, melalui pengakuan terhadap hak asal-usul, yang diperlukan adalah undang-
undang atau peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraanpemerintahan
nasional di desa (atau disebut dengan nama lain) dalam wilayah administrasi RI dan
atau pada daerah kabupaten atau kota.^^

Setidaknya undang-undang atau peraturan daerah dimaksud mengatur
ketentuan-ketentuan tentang adanya "otonomi" pada" "susunan-susunan asli"
sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945 Pasal 18 (seperti desa^ nagari, marga, dan
Iain-lain yang kesemuanya dicetak miring yang berbeda dengan desa cetak biasa);
Aturan tentang definisi Desa di wilayah dimaksud; berikut dengan mekanisme-
mekanisme denganpengembangannya; Ketentuan-ketentuantentang desadiwilayah
yang dimaksud sebagai penyelenggara pemerintahan nasional di wilayah desa
dimaksud (dalam hal petda adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 22/99 dan
UU No.32/2004). Dengan cara ini, dualisme institusi di desa tidak terjadi. Desa
adalah (sistem) pemerintahan desa itu sendiri penyelenggaraan pemerintahan di
tingkat desa, dengan demikian, hanyalah merupakan salah satu tugas dari institusi

Karenanya hakulayat lebihmengacu padapengertian wilayah kedaulat'an danbukan hakgarap
bersama, Zakaria, <y). hV., pp. 241-258.

^^R.Yando Zakaria (2002), op. cit., p. 289.
^Ihid.

^'M,p. 296.
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atau organisasi desa itu senditi; Ketentxian-ketentuan tentang corak hubungan desa
dengan unit-unit pemerintahan nasional yang lainnya, seperti kecamatan, kabupateii,
dan propinsi; Ketentuan-ketentuan tentang aturan-aturan peralihan. Dalam bagian
ini panting untuk dijelaskan adanya penntah padanegara, entah nasional ataupun
daerah, untuk mengalokasikan dana negara bagi upaya-upaya perbaikan kerusakan-
kerusakan sosial dan ekologasi sebagai akibat kekeliruan penerapan kebijakan
sebelumnya, dan juga untuk menetapkan pilihan-pilihan bentukpemerintahan desa
yang akan ditempuh pada masa-masa yang akan datang.*"^

Agar Perda 'Temerintahan Desa" yang sesuai dengan "adatsetempat" memiliki
cantolan hukum yang lebih kuat (UU No. 22/1999 dan UU No.32/2004'*' hanya
UU tentang pemerintahan daerah karenanya sulit untuk menerapkan otonomi asli
sepenuhnya), maka, ditingkat nasional, diperlukan pula UU tentang pengakuan "asal-
usul susvman asli, atau komuniti, atau masyarakat adat'* itu sendin;"*®

«JA<p.293.
No 32/2004 dapatmembunuhdemokrasididesa.EksistensiBPD yangmenurut UU No

22/1999 merupakan kependekan dari BadanPenvakilan Desa, dalam UU No32/2004 memang teilihat •
mengalami transformasi eksistensi danfungsiyang cukup signifikan. UU No32/2004 telah mengubah
format kedudukan BPD menjadi "sekadar" BadanPermusyawaratan Desa,yang seharusnya tidaklagi
disingkat menjadi BPD, tetapi Bamusdes. Substansi kewenangan lembaga rakyat desa itu juga telah
mengalami reduksi. FungsiBamusdes menurut Pasal 209 UU No32/2004hanya meliputi: (1) Menetapkan
peraturan desa bersama Kepala Desa dan (2). Menampung dan menyaluikan aspirasi masyarakat.
Kewenangan tersebutlebih sempit bila dibandin^ian dengan kewenangan normatif BPD, yang sebelumnya
pemah diatur dalam Pasal 104 UUNo22/1999 yang meliputi: (1) Mengayomi adatistiadat; (2). Membuat
peraturan desa; (3): Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa. Apabila
kewenangan Bamusdes dalam UUNo 32/2004dibandingkan dengan kewenangan BPDdalam UUNo
22/1999, terlihatada 2 (dtia) macamkewenangan yang(sengaja) dihilangkan dari lembagarakyatdesa
tersebut, yaitu kewenangan imtuk mengayomi adat istiadat dan melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintah desa. Duamacam kewenangan yang hilang tersebut, hakikatnya merupakan
kewenangan esensial dari sebuah parlemen desa. Fungsi hakiki suatuparlemen dalam teoridemokrasi
modem adalah untukmenjalankan pengawasan terhadap eksekutif, gunamencegah terjadinya kesewenang-
wenanganeksekutif dan dalamkerangka membangunsistemchecks andbalances dalampenyelenggaraan
pemerintahan. UU No sangat irienekankan prinsip power sharing antara jenis kewenangan
pemerintahan, yaituantaraperimbangan kewenangan dekonsenttasidengankewenangan desentralisasi.
Haltersebutterlihat Halam pengaturan pembagian kewenangan antaraPemerintahan PusatdenganDaerah
Han antarakewenangan Pemerintahan PropinsidenganKabupaten/kota,yangsebelumnya terlihatmasih
bias pengaturannya Halam UU No 22/1999. UU No 22/1999 oleh banyak kalangan dinilai telah
memurnskan saluran administratifdan koordinalifantara Pusat dan Daerah, yang berekses secara politis
tampilnya banyak "raja-rajakecil" yang mengelola daerahnya ibarat suatu negara bagian dalam sistem
federal. Halitudisebabkan, UU No 22/1999sangat multiinterpretatifdalam perumusan aturanmengenai
kewenanganDaerah, dan membukaruang diskresiyangterlampaulonggarbagipenyelenggara kekuasaan
di Daerah.

••'Sejauh ini tawaran rancangan UU dariForum Pengembangan Partisipasi Masyarakadah yang
mendekatikonsepsiyangdikemukakan di atas. Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Usulan-
Naskah Akademik tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 yang
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Terkait dengan persoalan diatas, yang lebih pokokadalah, mengingat kebijakan-
kebijakan lama, ataupun perkembangan sosial, ekonomi, politik dan budaya lainnya,
telah menibah kehidupan di desa, perda dimaksud juga membuka peluang bagi
terakomodasinya keberagaman desa di daerah yang bersangkutan; termasuk
terakomodasinya keberagaman pilihan bentuk "pemerintahan desa" yang sesuai
denganaspirasi konstituennya, apakah akandilaksanakan secara "adat" atau"secara
formal"; seperti yang terjadi dan berdampak baik bagi kehidupan masyarakat di
daerah yang bersangkutan —di negara bagian Oaxaca Mexico)." '̂

Dalam situasi yang telah berubah itu ada baiknya juga jika komuniti diberi
kesempatan unmk memilih sistem "Pemerintahan Desa" yang paling cocok bagi
kehidupan masyarakat itu pada hari ini. Pilihan itu dapat saja menyangkut tetap
menjalankan sistem "pemerintahan formal" ataupun kembali secara adatyang pemah
dikenal komuniti itu sebelumnya. Adanya ruang pilihan ini pada hakekatnya
merupakan ekspresi dart pengakuan atas adanya keberagaman di tdngkat komuniti
im sendin. Sebuah kebijakan baru yang tidak membuka kemungkinan inisama saja
dengan memindahkan penyakit sentralisasi semula di tingkat nasional menjadi
sentralisasi di tingkat lokal (daerah).^®

E. Penut^
Keberlangsungan negara bangsa Indonesia akan ditentukan oleh bagaimana

negara ini mampu menata ulang hubungannya dengan komuniti. Tidak akan ada
negara yang akan bertahan lama tanpa tindakan-tindakan politik yang represif jika
tidak didukung olehkomunitiyang sehatdanhidup. Sementara im,ttndakan-rindiikan
politik yang represif hanya akan mengantar negara bangsa ini pada posisi
"sementara" dan "tidak mantap" begim pula, masyarakat sipil sejatinya tidakakan
tercipta tanpa kehadiran komuniti-komuniti yang sehat dan hidup im.®*

bericaitan dengan Desa,Jakarta Agustus 2001. Hanya saja dalam beberapa hal, usulan tersebut raasih juga
terjebak untuk mengatui, dan dapatberakibat melemahkan, pengaktian otonomidesa. Ambil contoh
tentangbagianPokok-pokokMatedMuatanyangdiaturd), d.l, dan d.2.Pengakuanatasotonomidesa
tidak mesti bermuara pada pembentukan Pemerintah Desa tetapi cukup ada bagian yang mengurusi
masalah pemerintahan nasional di desa yang otonom itu. Dalam banyak kasus yang lain, termasuk
proses-proses yangmendapat intervensi dadkalangan omop,peluangperbaikan yangadahanya bermuara
sekedarmengganti nama desa dengannama yangcocok di daerahyangbersangkutan. Bahkandalam
perda-perda tentang nagari diSumatera Barat, perda tentangLembang diTanahToraja, danperda tentang
kampong di Sangau, Kalbar, yang difasilitasi melalui proses-proses pertemuan di tingkat kampong
sekalipun. Halyang demikian terjadi, terutama terletak padakelemahan atau belum c/eamyA pengertian
tentangotonomidesaitu sendiri, R.Yando Zakaria, Ibid., p. 297.

'̂Sekedar menyebut satudokumentasi, periksalah Noer Fauzi (et al) (2000), TrampasMuchas
Politicas: Catalan Petjalanan keMeksiko, Jakarta: Ford Foundation. Tidak diterbitkan.

-^R.Yando Zakana (2002), op. di., p.297.
^'Ibid.
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Sejatinya negara memang hatus selalu dalam posisi "sementara", "tidak
mantap", dan "tidak final" karena,seperti dikatakan Anderson, negaraadalah"suatu
kesatuan masyarakat yang dibayangkan ada".®^ Hanya saja, core kehadiran negara
itu harus dirubah dari yang berpusat pada negara itu sendiri pada komuniti. Dengan
meletakkan core kehadiran negara pada komuniti sekaligus akan menghindarkan
kita dari makna sakralnegara yang dalam sejarahnyatelah menyebabkan persimbahan
darah. Dengan posisi yang demikian ini, negara tak lebih sebagai suatu sistem
administrasi kehidupanbersama yanglentur, adaptif^ sama sekalitidak sakral, sehingga
tidak perlu ditangisi, apalagi berkorban nyawa, jika ia memang harus berubah areal
cakupan, sesuai tuntunan zamannya.^^

Oleh karena itu, sama sekali tidak ada alasan yang kuat untuk menghawatirkan
pemberian otonomi penuh tersebut kepada komuniti. Sebaliknya, bahwa
pengingkaran terhadap hak-hak otonomi komuniti inilah yang justru menjadi kayu
bakar bagigerakan-gerakan yang mengarah pada disintegrasi Nasional^"*

Yang ingjn dikatakan adalah, entitas suatu negara hanya relevan dalam satu
jangkawaktu tertentu saja. Ia bisa menghianati rasa keadilan komuniti, dan bahkan
bisa sajamenindas peri kemanusiaan, dalam konteks waktu yang lainnya. BCarenanya,
negara, terlebih lagi negara bangsa, sebagai suatu yang dimajikan (akan) ada itu,
haruslah diletakkan sebagai satu sasaran an^a, bersifat sementara, tidak mantap,
dan sama sekali tidak sakral. Hanya dengan begitu kita dapat lepas dari paradok-
paradoks kehadiran negara dan "sesat pikir" tentang (konsep) negara itu sendiri.^®
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